
GUBERilUR JAWA TITUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR t88l s74 lKmslolsl2o2o
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

Mengingat: 1.

2.

aJ.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan

Peraturan Peratnran Negara Republik Indonesia Tahun

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nor.nor l8 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan

Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun

19s0);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang. . .

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2)

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2020

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta

untuk terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan

yang cepat, efektif, ehsien, serta transparan dalam

memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat dan

investor, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1.4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang_
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor Sg, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2olg tentang
Standar Pelayanan Minimal (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20lg Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6l7g);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20 l g tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

7 . Peraturan . Presiden Nomor 97 Tahun 20 14 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Can Kabupaten/ Kota;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2Ol2 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan ;

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara

Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Moda-l Nomor 5 Tahun 2013

tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan

Nonperizinan Penanaman Modal;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Daerah;

12. Peraturan . . .



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun
2Ol9 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 2 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 90);

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA disusun berdasarkan prinsip efisiensi dan

efektifitas, berorientasi pada pengguna, kejelasan dan
kemudahan, keselarasan, keterukuran, dinamis, kepatuhan
hukum, dan kepastian hukum.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA sebagai dasar dan acuan yang harus
dilaksanakan oleh petugas dan/atau aparat pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Jawa Timur, serta sebagai acuan daiam penilaian kinerja
pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan,

maupun masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan

publik.

KELIMA: . . .
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Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU meliputi:
a. standar operasional prosedur pelayanan secara elektronik;
b. standar operasional prosedur penanganan pengaduan

secara elektronik;
c. standar operasional prosedur pelayanan informasi/

konsultasi secara elektronik;
d. standar operasional prosedur pencabutan izin f non izrn;
e. standar operasional prosedur pengendalian dan

pengawasan; dan
f. standar operasional prosedur pelaporan.
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KELIMA Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Dite tapkan di Surabaya

pada tanggal 27 Novernber 2O2O

UR JAWA TIMUR,

(

INDAR PARAWANSA

\
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR r88 I 57 4 I KYIS I Ot3 I 2O2O
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI JAWA TIMUR

A. SOP Peiayanan Secara Elektronik

t'rI
'1,
/;

v4

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI IAWA TIMUR

NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Jawa Timur

NAMASOP SOP Pelayanan Secara Elektronik

DASARHUKUM
1. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesa Tahun
2011 Nomor 704);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor @9);

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan
Tata Cara Perijinan dan Nonperiiinan Penanaman Modal;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah

6. Perafuran Daerah Provirsi fatim Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan
Lembaran Daerah Daerah Provirsi ]awa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jahva Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri
C, Tambahan l,embaran Daerah Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 92);

7. Peraturan Daerah I'rovinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran
Daerah Daerah Provinsi jawa Timur Tahun 2019 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Daerah Provinsi jawa Timur Nomor 90);

8. Peraturan Gubernur jawa Timur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. memahami dengan baik Tugas, Pokok, dan Fungsi DPMP'ISI ,
2. memiliki kemampuan/memahami administrasi pemerintahan;
3. memahami persyaratan perizinan;
4. berorientasi pada pelayanan;
5. dapat berkomunitasi dengan baik, benar, dan lancar;
6. dapat mengoperasikan kbmputer dan jaringan interne! dan
7. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran, dan tepat

waktu.
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN

SOP Pencabutan 1. Laptop/Komputer
2. Iaringan Internet
3. Aplikasi Pelayanan Perilinan - JOSS

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila proses pelaksanaan pelayanan secara
elektronik tidak dijalankan sesuai dengan SOP
yang telah ditetapkan, maka akan
rn,snthambat proses penerbitan izin / non
,Z,x. yang 'nenjadi kewenangan Dinas
Penanamal Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi fawa Timur

Database Server Aplikasi Pelayanan Perijinan - JOSS

DISAHKAN OLEH



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PRO\IINSI ]AIi/A TIMUR

SOP PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK
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B. SOP Peiranganan Pengaduan Secara Elektronik

Apabila prosespelaksanaan penanganan
pengaduan tidak dijalankal sesuai
dengan SOP yang telah ditetapkan, maka
akan menghambat proses penerbitan izin
/ non iztn yang menjadi kewenangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan TerPadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Timur

DISAHKANOLEH

SOP Penanganan Pengaduan Secara

Elektronik
NAMASOP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI JAWA TIMUR

DASAR HUKUM

KETERKAITAN
1. taptop/Komputer
2. ,aringan Internet
3. Aplikasi HELPDESK

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Database Server Aplikasi HELPDESK

T adu Satu Pintu Provinsi awa Timur

TGL. EFEKIIF

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 7M);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 649);

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan
Tata Cara Periiinan dan Nonperijinan Penanaman ModaL

5. Peraturan Menteri Dalam Neged Nomor 138 Tahun 20U tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah

6. Peraturan Daerah Provinsi Jatim Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembalan Daerah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C,
Tambahan Lembaran Daerah Daerah Provirsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provirsi fawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi fatwa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 92);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran
Daerah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Daerah Provinsi Jawa Timur Nonor 90);

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;

9. Peraturan Gubernur Jana Timur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. memahami dengan baik Tugas, Pokok, dan Fungsi DPMPTSP;
2. memiliki kemampuan/memahami administrasi pemerintahan;
3. memahami persyaratan perizinan;
4. berorientasi pada pelayanan;
5. dapat berkomunikasi dengan baik, benar, dan lancar;
6. dapat mengoperasilan komputer dan jaringan internef dan
7. mempunyai komihnen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran, dan

tepat u/aktu .

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

PERINGATAN
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Apabila proses pelaksanaan pelayanan
hformasi / konsultasi tidak dijalankan
sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan,
maka akan menghambat proses
penerbitan izin / non izin yang menjadi
kev,'enangar Dinas Penanarnan Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI JAWA TIMUR

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKANOLEH Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Jawa Timur

NAMASOP SOP Pelayanan Informasi /
Konsultasi Secara ElekEonik

DASAR HUKUM
l.Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal
2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur

di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 704);

3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Pen)rusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

4.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moclal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman
Dan Tata Cara Periiinan dan Nonperijinan Penanaman Modal;

s.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Sahr Pintu Daerah

6.Peraturan Daerah Provinsi fatim Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1 Seri C,
Tambahan l.embaran Daerah Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provirsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jatwa Timur Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (I-embaran Daerah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan L,embaran Daerah Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 92);

T.Peraturan Daerah Provinsi ]awa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Daerah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 2 Seri D, Tambahan
l,embaran Daerah Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 90);

S.Peraturan Gubernur |awa Timur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;

9.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2020 tenlang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. memahami dengan baik Tugas, Pokok, dan Fungsi DPMPTSP;
2. memiliki kemampuan/memahami administrasi pemerintahan;
3. memahami persyaratan perizinan;
4. berorientasi pada pelayanan;
5. dapat berkomunikasi dengan baik, benar, dan lancari
6. dapat mengoperasikan komputer dan iaringan interneq dan
7. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran,

dan tepat waktu.
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Laptop/Komputer
2. Jaringan Internet
3. Aplilasi HELPDESK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Database Server Aplikasi HELPDESK

awa Timur

C. SOP Pelayanan Informasi/Konsultasi Secara Elektronik

NOMOR SOP
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D. SOP Pencabutan lzin/Non Izin

Apabila proses pelaksanaan Pencabutan
Izin tidak dijalanlan sesuai dengan SOP
yang telah ditetapkan, maka akan
menghambat proses penerbitan 2in / non
izin yang menjadi kewenangan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI IAWA TIMUR

NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN

TGL. I{EVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Jawa Timur

NAMASP SOP Pencabutan Izin/Non Izin

DASARHUKUM
1. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 704);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 649);

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman
Dan Tata Cara Perijinan dan Nonperijinan Penanaman Modal;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah

6. Peraturan Daerah Provinsi ]atim Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1 Seri C,
Tambahan Lembaran Daerah Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakht dengan Perafuran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jatwa Timur Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (l,embaran Daeral Daerah Provinsi fawa
Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan l,embaran Daerah Daerah Provinsi ]awa Timur
Nomor 92);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Daerah Daerah Provinsi jawa Tinrur Tahun 2019 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Daerah Provinsi Jawa Tirnur Nomor 90);

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. memahami dengan baik Tugas, Pokok, dan Fungsi DPMPTSP;
2. memilikikemampuan/memahamiadministrasipemerintahan;
3. memahamipersyaratanperizinan;
4. berorientasi pada pelayanan;
5. dapat berkomunikasi dengan baik, benar, dan lancar;
6. dapat mengoperasikan komputer dan jadngan internel dan
7. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran, dan

tepat waktu.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Laptop/Komputer
2. Jaringan Internet
3. Printer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Database Server Aplikasi Perijinan - JOSS
Arsip perizinan/ nonperizinan yang telah diterbitkan

Satu Pintu Provirsi awa Timur
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E. SOP Pengendalian dan Pengawasan

Apabila proses pelaksanaan
Pengendalian dan Pengawasan tidak
diialankan sesuai dengan SOP yang telah
ditetapkan, maka akan menghambat
proses penerbitan izin / non izin yang
menjadi kewenangan Dinas Penanaman
Modai dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PTNTU

PROVINSI JAWA TIMUR

TGL. PE]VIBUATAN

TGL. REVISI
TGL, EFEKTIF
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Timur

NAMASOP SOP Pengendalian dan
Pengawasan

DASARHUKUM
1. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
20'l I Nomor 704);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman
Dan Tata Cara Perijinan dan Nonperiiinan Penanaman Modal;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
]

Terpadu Satu Pintu Daerah
6. Peraturan Daerah Provinsi Jatim Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

]

Perangkat Daerah (l,enibaran Daerah Daerah Provinsi Jarva Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C,
Tambahan l-embaran Daerah Daerah Provirsi Jawa Timur Nomor 53) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jatwa Timur Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 92);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal
(tembaran Daerah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 2 Seri D, Tambahan
L,embaran Daerah Daerah Provinsi fawa Ti:nur Nomor 90);

8. Peraturan Gubernur jawa Timur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi lawa Timur;

9. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. memahami dengan baik Tugas, Pokok, dan Fungsi DPMPTSP;
2. memiliki kemampuan/memahami administrasi pemerintahani
3. memahami persyaratan perizinan;
4. berorientasi pada pelayanan;
5. dapat berkomunikasi dengan baik, benar, dan lancar;
6. dapat mengoperasikan komputer dan jaringan internel dan
7. mempunyai komitrnen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tePat sasaran,

dar tepat waktu.
KETERKAITAN PERAI.ATAN/ PERLENGKA PAN

1. Laptop/Komputer
2. Jaringan Internet
3. Printer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Database Server Aplikasi Perijinan - IOSS
Arsip perizinan/nonperizinan yang telah diterbitl<an

Provinsi arva Timur

NOMOR SOP
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F. SOP Pelaporan

Apabila proses pelaksanaan Pelaporan
tidak dijalankan sesuai dengan SOP
yang telah ditetapkan, maka akan
menghambat proses penerbitan izin /
non izin yang menjadi kewenangan
L)inas I'enanaman Modal dan Pelayanan

NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKANOLEH Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Timurf.

il
t,\,l

N

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU
PROVINSI AWATIMUR

NAMASOP SOP Pelaporan

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal
2. Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur

di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 704);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahur 2013 tentang Pedoman
Dan Tata Cara Perijinan dan Nonperiiinan Penanaman Modal;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah

6. Peraturan Daerah Provinsi Jatim Nomor lL Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Provirsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C,
Tambahan Lembaran Daerah Daerah Provinsi ]awa Timur Nomor 63) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi jatwa Timur Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 92);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Daerah Daerah Provinsi Jawa Tiurur Tahun 2019 Nomor 2 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Daerah Provirui Jawa Timur Nomor 90);

8. Peraturan Gubernur fawa Timur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Ter adu Satu Pintu

1. memahami dengan baik Tugas, Pokok, dan Fungsi DPMPTSP;
2. memiliki kemampuan/memahami administrasi pemerintahan;
3. memahamipersyaratanperizinan;
4. berorientasi pada pelayanan;
5. dapat berkomunilasi dengan baik, benar, dan lancar;
6. dapat mengoperasikan komputer dan jaringan intemef dan
7. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran,

dan te t waktu
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Laptop/Komputer
2. Jaringan lnternet
3. Printer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Database Server Aplikasi Perijinan - JOSS
Arsip perizinan/nonperizinan yang telah diterbitkan

'l'er adu Sahr Pintu Provinsi awa Timur

DASARHUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA
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